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TUGAS ANDA

Sebagai analis ekonomi pendidikan, Anda diminta menyusun rekomendasi kebijakan dengan

menjawab pertanyaan berikut:
1) Analisis Struktur Pengeluaran
e Apakabh struktur belanja pendidikan di Nusantara Raya sudah efisien?
e Bagian mana yang perlu direalokasi? Mengapa?
2) Analisis Sumber Pembiayaan
e Apakah pembiayaan masih terlalu bergantung pada pemerintah daerah?

o Perlukah melibatkan sektor swasta atau skema pembiayaan alternatif? Jelaskan model yang

tepat.
3) Perbandingan dengan Negara OECD
o Elemen apa dari praktik negara OECD yang realistis diadopsi?
e Apa tantangan implementasinya di konteks Indonesia?
4) Rancangan Reformasi
Susun proposal singkat reformasi pembiayaan pendidikan selama 5 tahun yang mencakup:
e Perubahan struktur belanja
o Strategi peningkatan kualitas guru
o Digitalisasi sekolah

e Mekanisme monitoring dan evaluasi



Jawab:
1) Analisis Struktur Pengeluaran

Struktur pengeluaran pendidikan di Provinsi Nusantara Raya sebenarnya masih belum efisien.
Walaupun anggaran pendidikan sudah mencapai 22% dari APBD, sebagian besar dana masih
digunakan untuk gaji dan tunjangan guru, yaitu sebesar 68%. Akibatnya, anggaran untuk
peningkatan kualitas pendidikan seperti pelatihan guru, pengembangan teknologi, bantuan siswa,
dan pemerataan fasilitas menjadi sangat terbatas. Kondisi ini terlihat dari rendahnya skor literasi
dan numerasi siswa, ketimpangan kualitas sekolah antara kota dan desa, serta masih terbatasnya
infrastruktur digital di banyak sekolah. Hal tersebut menunjukkan bahwa besarnya anggaran belum
mampu menghasilkan kualitas pendidikan yang maksimal karena penggunaan dan distribusi dana

belum tepat sasaran.

Bagian anggaran yang perlu direalokasi terutama berasal dari belanja pegawai dan administrasi.
Pengurangan tersebut bukan berarti mengurangi gaji guru, tetapi lebih kepada penataan distribusi
guru dan pengurangan pengeluaran yang kurang produktif. Saat ini banyak sekolah di daerah
perkotaan memiliki jumlah guru berlebih, sedangkan daerah terpencil justru kekurangan tenaga
pengajar. Selain itu, pengeluaran administrasi sebesar 12% juga masih cukup besar dan dapat
ditekan agar dana bisa dialihkan untuk program yang lebih penting. Dana hasil penghematan
sebaiknya digunakan untuk peningkatan kompetensi guru, pembangunan infrastruktur digital,
bantuan pendidikan bagi siswa kurang mampu, serta peningkatan fasilitas sekolah di daerah
tertinggal. Dengan cara tersebut, penggunaan anggaran akan menjadi lebih efektif dan lebih

berfokus pada peningkatan mutu pendidikan.
2) Analisis Sumber Pembiayaan

Pembiayaan pendidikan di Nusantara Raya saat ini masih terlalu bergantung pada pemerintah
daerah melalui APBD. Ketergantungan yang tinggi terhadap dana pemerintah memiliki risiko yang
cukup besar, terutama apabila kondisi ekonomi daerah mengalami penurunan. Jika pendapatan
daerah menurun, maka program pendidikan juga dapat terdampak karena keterbatasan anggaran.
Oleh sebab itu, pemerintah perlu mulai membuka peluang kerja sama dengan pihak lain agar

sumber pembiayaan pendidikan menjadi lebih beragam dan stabil.



Pelibatan sektor swasta dapat menjadi salah satu solusi untuk membantu pembiayaan pendidikan,
terutama dalam bidang teknologi dan pengembangan fasilitas sekolah. Salah satu model yang
dapat diterapkan adalah kerja sama antara pemerintah dan swasta atau Public Private Partnership
(PPP). Dalam model ini, perusahaan dapat membantu menyediakan fasilitas seperti laboratorium
komputer, akses internet sekolah, dan perangkat pembelajaran digital, sementara pemerintah tetap
mengatur kebijakan dan pengawasan pendidikan. Selain itu, perusahaan juga dapat menyalurkan
dana Corporate Social Responsibility (CSR) untuk program beasiswa siswa kurang mampu,
renovasi sekolah di daerah terpencil, serta pelatihan guru. Pemerintah daerah juga dapat
membentuk dana abadi pendidikan agar pembiayaan pendidikan memiliki sumber dana jangka

panjang yang lebih stabil dan tidak hanya bergantung pada APBD tahunan.
3) Perbandingan dengan Negara OECD

Beberapa praktik negara anggota OECD sebenarnya cukup realistis untuk diterapkan di Indonesia,
terutama dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan. Salah satu praktik yang penting adalah
performance-based budgeting atau sistem anggaran berbasis kinerja. Dalam sistem ini, sekolah
yang mampu menunjukkan peningkatan kualitas pembelajaran akan mendapatkan tambahan
dukungan anggaran. Dengan cara tersebut, sekolah akan lebih terdorong untuk meningkatkan mutu
pendidikan dan menggunakan dana secara lebih efektif. Selain itu, negara OECD juga menerapkan
pendanaan berbasis kebutuhan siswa, di mana sekolah di daerah terpencil atau sekolah dengan
jumlah siswa kurang mampu yang lebih banyak akan mendapatkan alokasi dana yang lebih besar.

Sistem seperti ini dapat membantu mengurangi ketimpangan pendidikan antara kota dan desa.

Negara-negara OECD juga sangat fokus pada peningkatan kualitas guru melalui pelatihan rutin,
evaluasi kompetensi, dan pengembangan profesional yang berkelanjutan. Selain itu, kebijakan
pendidikan di negara OECD umumnya dibuat berdasarkan data yang akurat sehingga pemerintah
dapat memantau perkembangan pendidikan secara lebih efektif. Namun, penerapan sistem tersebut
di Indonesia tetap memiliki tantangan. Salah satu kendala terbesar adalah belum meratanya
infrastruktur digital, terutama di daerah terpencil. Selain itu, kualitas data pendidikan di berbagai
daerah juga masih belum sepenuhnya akurat. Kemampuan sumber daya manusia dalam mengelola
sistem digital berbeda-beda, dan budaya birokrasi yang masih lambat juga dapat menghambat
proses reformasi pendidikan. Oleh karena itu, penerapan praktik OECD di Indonesia perlu

dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing.



4) Rancangan Reformasi Pembiayaan Pendidikan Selama 5 Tahun
Proposal Reformasi Pembiayaan Pendidikan Provinsi Nusantara Raya

Reformasi pembiayaan pendidikan di Provinsi Nusantara Raya dirancang untuk meningkatkan
kualitas pendidikan, mengurangi kesenjangan antara sekolah kota dan desa, serta menciptakan
penggunaan anggaran yang lebih efektif dan tepat sasaran. Reformasi ini dilaksanakan selama lima
tahun dengan fokus pada perubahan struktur belanja, peningkatan kualitas guru, digitalisasi

sekolah, serta penguatan sistem monitoring dan evaluasi.

Dalam aspek perubahan struktur belanja, pemerintah daerah perlu melakukan penataan ulang
penggunaan anggaran pendidikan agar tidak terlalu terfokus pada belanja pegawai. Saat ini
sebanyak 68% anggaran masih digunakan untuk gaji dan tunjangan guru sehingga ruang untuk
pengembangan kualitas pendidikan menjadi terbatas. Oleh karena itu, pemerintah perlu
menurunkan proporsi belanja pegawai secara bertahap menjadi sekitar 55—60% tanpa mengurangi
hak dasar guru. Pengurangan dilakukan melalui redistribusi guru, pengendalian penempatan
tenaga pendidik, dan pengurangan pengeluaran administrasi yang kurang produktif. Dana hasil
penghematan kemudian dialihkan untuk pengembangan infrastruktur digital, peningkatan kualitas
pembelajaran, bantuan siswa kurang mampu, dan pelatihan guru. Dengan struktur belanja yang
lebih seimbang, anggaran pendidikan dapat memberikan dampak yang lebih besar terhadap mutu

pendidikan.

Dalam strategi peningkatan kualitas guru, pemerintah perlu menjadikan kompetensi guru sebagai
prioritas utama reformasi pendidikan. Selama ini sebagian besar anggaran guru lebih banyak
digunakan untuk tunjangan dibanding pengembangan kemampuan mengajar. Oleh sebab itu,
pemerintah perlu menyelenggarakan pelatihan rutin dalam bidang literasi, numerasi, penggunaan
teknologi pembelajaran, dan metode pengajaran modern. Selain itu, evaluasi kompetensi guru
perlu dilakukan secara berkala agar kualitas pengajaran dapat terus meningkat. Pemerintah juga
perlu memberikan insentif tambahan bagi guru yang bersedia mengajar di daerah terpencil
sehingga distribusi tenaga pendidik menjadi lebih merata. Kerja sama dengan perguruan tinggi dan
platform pendidikan digital juga penting dilakukan agar guru dapat memperoleh akses pelatihan

yang lebih luas dan berkelanjutan.



Dalam bidang digitalisasi sekolah, pemerintah daerah perlu mempercepat pembangunan
infrastruktur teknologi pendidikan, terutama di daerah pedesaan dan terpencil yang masih
memiliki keterbatasan akses internet. Program digitalisasi dilakukan secara bertahap dengan
menyediakan jaringan internet sekolah, komputer, proyektor, dan platform pembelajaran digital.
Pemerintah juga dapat bekerja sama dengan perusahaan teknologi melalui program CSR atau
kemitraan pendidikan untuk membantu penyediaan fasilitas digital. Selain itu, guru dan siswa
perlu diberikan pelatihan penggunaan teknologi agar fasilitas yang tersedia dapat dimanfaatkan
secara maksimal. Digitalisasi sekolah diharapkan mampu mengurangi kesenjangan pendidikan

antara kota dan desa serta meningkatkan kualitas proses belajar mengajar.

Untuk mendukung keberhasilan reformasi, pemerintah perlu membangun mekanisme monitoring
dan evaluasi yang berbasis data dan dilakukan secara berkelanjutan. Pemerintah daerah dapat
membuat sistem dashboard pendidikan digital yang memuat data mengenai penggunaan anggaran,
hasil belajar siswa, distribusi guru, kondisi fasilitas sekolah, dan perkembangan program
pendidikan. Monitoring dilakukan setiap semester untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran
berjalan sesuai target dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pendidikan.
Selain itu, evaluasi tahunan juga perlu dilakukan untuk mengukur peningkatan skor literasi dan
numerasi siswa, pemerataan kualitas pendidikan, serta efektivitas program digitalisasi dan
pelatihan guru. Hasil evaluasi harus diumumkan secara transparan agar masyarakat dapat ikut
mengawasi penggunaan dana pendidikan. Dengan adanya sistem monitoring dan evaluasi yang
baik, reformasi pembiayaan pendidikan dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan

selama lima tahun ke depan.



